PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 3 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBEKUAN SEBAG AN DARI  SI MPANAN PADA BANK- BANK

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang :

1. bahwa di anggap perlu nengurangi banyaknya uang dal am per edar an
unt uk kepentingan perbai kan keadaan keuangan dan perekonom an
negar a;

2. bahwa karena keadaan yang nemaksa, soal tersebut perlu dengan
segera diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang;

Mengi ngat

Pasal 22 éyat (1) dan pasal 23 ayat (2) dan (4) Undang-undang
Dasar ;

Mendengar
Menteri Keuangan;

Menmut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Penbekuan
Sebagi an dari si npanan pada Bank- bank.

Pasal 1.

Pengur us/ Pi npi nan/ Pengusaha senua Bank-bank Penerintah maupun
partikelir, diwajibkan nenbekukan dari setiap sinpanan, atas nana
per seor angan, badan hukum atau instansi Penerintahan sipil naupun
mliter, suatu bagian tertentu.

Pasal 2.

Yang di naksud dengan sinpanan dalam pasal vyaitu deposito
berjangka, maupun saldo rekening koran atau giro, yang tercatat
dal am penbukuan Bank yang bersangkutan pada saat mnulai berl akunya
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 3.

Bagi an sebagai termaksud dalam pasal 1 ditetapkan 90%
(senbil an pul uh persen) dari jum ah yang nel ebi hi Rp. 25.000, - (dua
pul uh l'ima ribu rupi ah) untuk setiap sinpanan.

Pasal 4.
Dal am waktu yang sesingkat-singkatnya Bank yang bersangkut an

nmenyanpai kan | aporan | engkap tentang hal termaksud dal am pasal 1, 2
dan 3 kepada Menteri/Menteri Mida Keuangan.



Pasal 5.

Si npanan yang di bekukan itu akan diganti nenjadi pinjaman
j angka panj ang ol eh Penerintah kepada penyi npan.

Pasal 6.

Penmerintah dapat nenberikan penbebasan untuk sebagian atau
sel uruhnya dari penetapan penbekuan ini, atas permntaan yang
ber sangkut an, kepada badan- badan sosi al dan keagamaan dan i nstansi -
instansi resm.

Pasal 7.

Kepada penyinpan yang dikenakan penbekuan atas sinpanannya
dapat diberikan pinjaman atau kelonggaran |ain untuk keperl uan-
keperluan tertentu, jika hal itu sesuai dengan kebijaksanaan
Pener i ntah di bi dang keuangan dan per ekonom an.

Pasal 8.

(1) Barang siapa nelakukan perbuatan yang bertentangan dengan
ket ent uan- ketentuan dalam pasal 1, 2, 3 dan 4 Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang ini di hukum dengan hukuman
penjara sel ama-lanmanya dua tahun dan/atau hukuman denda
sebanyak- banyaknya satu juta rupi ah.

(2) Perbuat an-perbuatan tersebut pada ayat (1) dipandang sebaga
kej ahat an.

Pasal 9.

Pel aksanaan ketentuan-ketentuan selanjutnya diatur ol eh
Menteri/Menteri Mida Keuangan.

Pasal 10.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mnulai berl aku
pada tanggal 25 Agustus 1959 jam 6 pagi (waktu Jawa).

Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nmener i nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D t et apkan di Bogor
pada tanggal 24 Agustus 1959.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.

SCEKARNO



D undangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 19509.
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.
SAHARDI O,

PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMCR 3 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBEKUAN SEBAG AN DARI S| MPANAN PADA BANK- BANK.

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nerupakan
pel engkap yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 tentang Penurunan Nl a
Uang Kertas Rp. 500, - dan Rp. 1.000,-.

Peneri ntah bermaksud untuk nengubah bagi an si npanan (deposito
berjangka, saldo rekening-koran dan giro) yang dibekukan itu
nmenj adi pi njaman obl i gasi jangka panjang dengan bunga yang | ayak.

Dengan dem kian investasi-investasi yang dapat dil akukan
dengan nodal yang dikonsolidir ini akan Iebih sesuai dengan
kebi j aksanaan dan orogram ekonom terpinpin Penerintah dal am rangka
penbangunan senest a.

Program investasi dapat disesuai kan dengan program urgensi
Kabi net Kerja, yaitu nmendahul ukan pekerjaan-pekeraan yang | angsung
ber hubungan dengan "sandang- pangan”.

Penmerintah bermaksud untuk nmenberikan fasilitet-fasilitet
tertentu kepada penyinpan yang terkena pinjaman konsolidasi itu,
dengan nenbuka kenungki nan kepadanya di beri kan pi nj aman untuk usaha
nmenanbah produksi, sesuai dengan usaha dan kebijaksanaan Penerint ah
sehi ngga kesi npang-siuran yang terjadi dengan sengaja atau tidak
sengaja - dapat dihindarkan atau sedikitnya dikurangi, terutama
di | apangan per dagangan.

Dal am hal ini akan diberikan priority terutama terhadap usaha-
usaha nelancarkan dan nenanbah ekspor, wusaha-usaha di bi dang
industri kecil dan nenengah, dengan nendahul ukan perusasahaan-
per usahaan yang tidak nenanbah tekanan terhadap posisi devisen kita
dengan kebutuhan bahan baku yang harus diinpor, dan industri-
industri, vyang alhasil nenberikan penghematan dalam pengel uaran
devi sen.

D pi kirkan m sal nya agar pinjaman obligasi termaksud diatas
dapat di pergunakan ol eh yang bersangkutan sebagai jam nan (borq)
untuk nendapat pinjaman lagi dari Penerintah untuk usaha-usaha
sebagi an di urai kan di at as.

Pinjaman obligasi msal nya dapat diatur dengan nenpergunakan
beberapa ketentuan-ketentuan seperti ternuat dalam Undang-undang
Darurat No. 3 tahun 1959 tentang Pengeluaran Obligasi Berhadi ah
t ahun 1959.

Sel anj ut nya Penerintah nenganggap pada tenpatnya jika kepada
para penyi npan pada umummya dan pada penyi npan kecil pada khususnya
di beri kan kebebasan dari penbekuan sanpai batas maxi num Rp.



25. 000, -

D sesal kan bahwa angka-angka yang tersedi a nengenai konposi si
si npanan di Bank-bank tidak cukup |Ilengkap untuk nengadakan
perhitungan vyang |ebih seksama, nanmun dapat dikirakan bahwa
ti ndakan sebagai ditetapkan dengan Peraturan Penerintah Penggant
Undang i ni,akan nenghasil kan konsolidasi uang sejumah Rp. 3,5
m | yar.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 90 tahun 1959.
Bogor, 24 Agustus 1959,
D ket ahui :
Menteri Mida Kehaki man,
ttd.
SAHARDI O,

CATATAN

Kuti pan: LEVMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEVMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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